
83 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pembajakan laut merupakan kejahatan yang sudah terjadi sejak ribuan tahun 

lalu namun hingga saat ini kejahatannya masih ada dan terjadi. Kasus 

pembajakan di laut meningkat seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan 

teknologi menjadi salah satu faktor yang mendukung berkembangnya 

kejahatan pembajakan laut. Kejahatan pembajakan laut merupakan tindak 

pidana yang perlu mendapatkan perhatian serius dari semua negara dalam hal 

pemberantasannya. Kejahatan pembajakan laut sendiri dikategorikan sebagai 

kejahatan hostis humani generis (musuh umat manusia), yang mengancam 

keamanan dan keselamatan kapal-kapal milik semua negara. Karena tindak 

pidana pembajakan laut bersifat hostis humani generis maka Konvensi Hukum 

Laut PBB 1982 menyerukan kepada setiap negara di dunia untuk saling bekerja 

sama dalam memberantas tindak pidana tersebut. 

2. Kejahatan pembajakan laut diatur di dalam Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 

1982, bahwa pembajakan merupakan tindak kekerasan yang dilakukan di laut 

lepas, memiliki tujuan pribadi dan mensyaratkan adanya dua kapal yaitu kapal 

pembajak dan kapal yang dibajak. Sedangkan definisi mengenai perompakan 

bersenjata tidak ada dalam Konvensi ini. Definisi mengenai perompakan 

bersenjata diberikan oleh IMO melalui The Code of Practice for The 

Investigation of The Crimes of Piracy and Armed Robbery Against Ships of The 

International Maritime Organization dan Regional Cooperation Agreement on 

Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia (ReCAAP). 

Pembajakan dan perompakan bersenjata merupakan dua kejahatan yang 

berbeda. Pembajakan laut merupakan kejahatan yang terjadi di laut lepas, 
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sedangkan perompakan bersenjata merupakan kejahatan yang terjadi di dalam 

laut teritorial.    

3. Dalam hal penegakan hukum kasus pembajakan laut ini, negara-negara masih 

menghadapi banyak kesulitan, bahkan kejahatannya sering terjadi di dalam laut 

teritorial dimana tidak dapat dikategorikan sebagai pembajakan laut dan tidak 

dapat diterapkannya yurisdiksi universal pada kejahatan tersebut. Penerapan 

yurisdiksi universal hanya dapat diterapkan apabila kejahatan terjadi diluar 

perairan teritorial suatu negara. Seperti contohnya di Selat Malaka yang 

merupakan perairan teritorial dimana sengketa teritorial sedang berlangsung, 

tidak dapat dilakukan penerapan yurisdiksi universal di wilayah tersebut. 

Terhadap hal ini maka IMO membentuk Konvensi lain yang dapat 

menanggulangi masalah tersebut yaitu Konvensi SUA 1988. Di dalam 

Konvensi ini dimungkinkan bagi negara yang berkepentingan atas kejahatan 

pembajakan dan perompakan bersenjata untuk menerapkan yurisdiksinya. 

Negara-negara yang meratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB 1982 memiliki 

kewenangan untuk menerapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan pembajakan 

yang terjadi di laut lepas atau di wilayah lain diluar itu. 

4. Kejahatan pembajakan laut hanya dikategorikan sebagai kejahatan hostis 

humani generis yang diatur dalam ICC. Akan tetapi ICC tidak secara ekspilisit 

mengatur mengenai kejahatan ini, sehingga terjadi banyak ketidakpastian 

dalam hal penegakan hukum dan penanganan untuk pembajakan laut. 

5. Pembajakan laut adalah masalah internasional, sebuah pengadilan internasional 

ad hoc dengan wewenang untuk mengadili pembajakan dapat membawa 

pembajak untuk diadili dan mengakhiri budaya impunitas yang sering terjadi. 

Dalam banyak kasus, negara tidak mau untuk melakukan penuntutan terhadap 

pembajakan laut karena merasa kesulitan dalam hal pembuktian dan biaya 

terkait dengan pengadilan pembajakan laut. Dalam kasus lain, negara tidak bisa 

mengadili pembajakan laut karena tidak memiliki kapasitas hukum dan 

keahlian peradilan yang dibutuhkan untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan 

tersebut. Maka dari itu, pengadilan internasional ad hoc dapat menghilangkan 

impunitas yang terjadi karena biaya penuntutan dan kesulitan dalam 
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pengumpulan bukti juga ahli dalam persidangan bisa ditanggung bersama oleh 

masyarakat internasional secara keseluruhan, dan pengadilan dapat didirikan 

dengan kapasitas hukum dan para ahli untuk mengadili kasus pembajakan 

secara efisien dan adil.  

 

5.2  Saran  

 

Mekanisme atau upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi dan mengadili 

pembajakan laut antara lain: 

a. Melalui kerjasama internasional maupun regional, dengan berupa koordinasi 

maupun informasi antara organisasi internasional dan regional bersama 

forum-forum kerjasama serta negara-negara; melalui operasi militer; dan 

kerjasama dalam investigasi dan proses pengadilan. 

b. Melalui penerapan sistem pengamanan dan perlindungan kapal yang 

memadai. Cara ini dipergunakan dengan tujuan agar kapal dan awaknya dapat 

mempertahankan diri jika diserang oleh pembajak dan memberikan isyarat 

bantuan kepada pelabuhan atau kapal terdekat dalam lokasi serangan. 

Perlindungan asuransi juga sebaiknya dilakukan oleh pemilik atau operator 

kapal agar dapat mendapatkan ganti rugi material yang mungkin terjadi dalam 

serangan pembajak. 

c. Melalui perubahan atau peninjauan ulang (revisi) terhadap hukum 

internasional yang berlaku saat ini. Cara ini dilakukan dengan tujuan agar 

ketentuan hukum internasional yang saat ini berlaku dapat mengikuti 

fenomena yang saat ini terjadi pula. Perubahan atau peninjauan ulang dapat 

dilakukan dengan cara memperluas yurisdiksi universal terhadap kejahatan 

pembajakan laut; menambah protokol dalam United Nations Convention on 

the Law of the Sea (UNCLOS 1982) atau Convention for the Suppresion of 

Unlawful Acts of Violence against the Safety of Maritime Navigation 1988 

(SUA Convention 1988) mengenai mekanisme untuk mengadili para 

perompak; amandemen UNCLOS 1982 melalui ketentuan Pasal 311; 

menambahkan pembajakan di laut sebagai salah satu tindak pidana yang 
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dapat diadili dalam Mahkamah Pidana Internasional atau ICC dan 

membentuk pengadilan khusus yang menangani pembajakan di laut. 
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